
 

 
 
 
 
 
 

 
 

SURAT KEPUTUSAN KUASA  PENGGUNA  ANGGARAN 
PENGADILAN AGAMA  MAUMERE  

NOMOR  : 874 / SEK.W23-A9 / PL.1.1 /  XII / 2025 
TENTANG 

PEJABAT PENGADAAN   PENYEDIA  JASA  KONSULTAN   HUKUM POS BANTUAN HUKUM 
(POSBAKUM)  KANTOR PENGADILAN AGAMA MAUMERE TAHUN 2026 

 
KUASA PENGGUNA ANGGARAN / PENGGUNA BARANG 

PENGADILAN AGAMA  MAUMERE  
 

Membaca : DIPA  Pengadilan Agama MaumereTahun Anggaran 2026 Nomor : SP DIPA 005-
04.2.402852/2026   tanggal 01 Desember  2025 ; 

Menimbang : a. Bahwa untuk memenuhi Peraturan Presiden Nomor 16  Tahun 2018 Tentang 
Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah maka untuk kelancaran pelaksanaan 
pekerjaan pengadaan barang dan jasa Pada Pengadilan Agama MaumereTahun 
Anggaran 2025 perlu menunjuk Pejabat Pengadaan Jasa konsultan Hukum Pos 
Bantuan Hukum (POSBAKUM)  Kantor Pengadilan Agama Maumere Tahun    
2025 ; 

b. Bahwa untuk memenuhi maksud tersebut pada huruf a  di  atas perlu ditetapkan 
dengan Surat Keputusan Sekretaris selaku Kuasa Pengguna Anggaran/Pengguna 
Barang Pengadilan Agama Maumere; 

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara; 
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara; 
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan 

Tanggung Jawab Keuangan Negara; 
4. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-

Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama; 
5. Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Peraturan 

Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah; 
6. Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Perubahan Keempat Peraturan 

Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah;  
7. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang dan Jasa 

Pemerintah ; 
8. Surat  Keputusan  Pengguna Anggaran / Pengguna Barang Mahkamah Agung  RI 

Nomor :  47 / SEK / SK. KU1  .1.1 / XII /2024 tentang Penunjukan Pejabat 
pengguna Anggaran/Pengguna Barang satuan kerja di Lingkungan Mahkamah 
Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya Tahun Anggaran 2025; 

 

MEMUTUSKAN 

MENETAPKAN : Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Pengadilan Agama MaumereTentang 
penunjukan Pejabat Pengadaan Penyedia Jasa Konsultan Hukum Pos Bantuan 
Hukum (POSBAKUM) Kantor Pengadilan Agama MaumereTahun 2026 ;  

   

   



 

 

 

 

PERTAMA 

 

: 
Menunjuk  Fahmi Said Hakim, S.H. M.H.  NIP. 19830315 201101 1007 Jabatan 
Kepala Sub Bagian Organisasi dan Tata Laksana Pengadilan Agama  Larantuka  
sebagai Pejabat  Pengadaan Jasa Konsultan  Hukum Pos Bantuan Hukum 
(POSBAKUM) Kantor Pengadilan Agama Maumere Tahun 2026 ; 

KEDUA : Tugas Pejabat Pengadaan Barang : 

1. Melaksanakan Tugas Pengadaan Jasa Konsultan  Hukum Pos Bantuan Hukum 
(POSBAKUM) Kantor Pengadilan Agama Maumere Tahun 2025  Sesuai Dengan 
Peraturan Presiden Nomor  16   Tahun 2018   Tentang Pengadaan Barang dan 
Jasa Pemerintah; 

2. Menetapkan Penyedia Pengadaan Jasa konsultan Hukum Pos Bantuan Hukum 
(POSBAKUM)Pengadilan Agama MaumereTahun 2025   sebagaimana tercantum 
dalam pasal 16 dan 17 Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang 
Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2010 tentang 
Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah;  

3. Membuat laporan dan menyampaian hasil proses Pengadaan kepada Pejabat 
Pembuat Komitmen dan Kuasa Pengguna Anggaran Pengadilan Agama Maumere; 
 

KETIGA : Asli Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk di pergunakan 
sebagaimana mestinya; 

  Asli Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan 
 sebagaimana mestinya. 
 

                                    Ditetapkan di         : Maumere  
                                  Pada tanggal         : 19  Desember 2025 
                                  Kuasa Pengguna Anggaran/Pengguna Barang, 
                                  Pengadilan Agama Maumere 
 

 

 

 JUFRI ENDO, S.HI. 
                                  NIP. 197104211996031002 

   

 
Salinan Keputusan ini disampaikan kepada : 
1. Ketua Pengadilan Tinggi Agama Kupang ; 
2. Ketua Pengadilan Agama Maumere; 
3. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksankan; 
4. Arsip 

 

 

 

 

 


